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Abstrak

Masalah kerusakan lingkungan terus menjadi isu utama yang terjadi di abad sekarang. Semakin
banyak kerusakan lingkungan, semakin banyak muncul gerakan perlindungan lingkungan Tulisan
ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kolaborasi antara pemerintah dengan NGO
melakukan aksi peduli lingkungan sebagai upaya indoktrinasi masyarakat agar peduli terhadap
lingkunganya sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode yang digunakan
dalam kegiatan bersih-bersih adalah dengan metode observasi, deskriptif dan partisipasi. Hasil
tulisan ini menjelaskan bahwa gerakan sosial Lampung Sweeping Community maupun
Pandawara dilakukan dengan bentuk program aksi peduli lingkungan. Aksi tersebut meliputi aksi
bersih-bersih Program aksi bersih-bersih sampah di daerah pesisir pantai Kabarti dan pantai
Sukaraja di Kecamatan Panjang Utara, dan penanaman magrove di hutan magrove Petengoran,
Desa Gebang, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Program aksi tersebut
melibatkan beberapa stakeholder seperti Dinas Lingkungan Hidup, PLN Kota Bandar Lampung,
Perusahaan swasta lainnya. Aksi sebagai untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan serta
kesadaran itulah yang akan membentuk sikap dan partisipasi masyarakat pada khususnya dalam
menolak setiap ada rencana atau tindakan yang mengancam ekosistem lingkungan mereka.

Kata Kunci: Kolaborasi, Lingkungan, Non Government Organization.

PENDAHULUAN memiliki potensi alam dan budaya yang
Lampung adalah salah satu dapat dikembangkan sebagai daya tarik
provinsi di pu]au Sumatera yang wisata. Pantai, pegunungan, dan pOtenSi
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lainnya menjadi keunggulan wisata alam
di Lampung. Kondisi tersebut membuat
Lampung menjadi daerah yang kaya
akan  potensi  pariwisata.  Pantai
merupakan salah satu wisata alam
favorit masyarakat karena relatif jauh
dari kebisingan dan masih terjaga secara
alami. Dijuluki sebagai provinsi dengan
banyak kekayaan alam serta pantai yang
sangat indah, akan tetapi Provinsi
Lampung memiliki pantai dengan
keadaan yang memprihatinkan. Salah
satu pantai di Lampung di nobatkan
sebagai partai terkotor di Indonesia yaitu
Pantai Sukaraja yang terletak di Bandar
Lampung (Kompas.com, 2023).

Selain menyinggung terkait
pantai terkotor di Indonesia, Kota
Bandar Lampung termasuk ke dalam
kota terkotor di Indonesia. Setiap tahun,
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan  (KLHK) secara rutin
memberikan  penghargaan adipura
sebagai bentuk apresiasi kinerja
kabupaten/kota yang  berhasil
mengelola lingkungan dengan baik.
Selain itu, berdasarkan analisis KLHK
terdapat 5 kota terkotor di Indonesia.
Menurut KLHK (2022) terdapat 5 kota
terkotor di Indonsia:

No | Kota Provinsi
1 | Kota Medan Sumatera Utara
Kota Bandar
2 | Lampung Lampung

3 | Kota Manado
4 | Kota Sorong

Sulawesi Utara
Papua Barat
Nusa Tenggara
5 | Kota Kupang Timur
Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan (KLHK) (2022)

Menurut Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup Republik
Indonesia, disebutkan bahwa lingkungan
hidup adalah kesatuan ruang dan semua
benda, kekuatan, keadaan, organisme
(termasuk manusia dan perilakunya)
yang mempengaruhi kehidupan. dan

1977

kesejahteraan manusia dan organisme
lainnya. Disebutkan lebih lanjut bahwa
pengelolaan lingkungan hidup adalah
upaya menyeluruh untuk melindungi

fungsi lingkungan hidup, termasuk
kebijakan untuk membangun,
memanfaatkan, mengembangkan,
memulihkan, memantau, dan
mengendalikan  lingkungan  hidup.
Permasalahan lingkungan hidup yang
terjadi saat ini pada dasarnya

disebabkan oleh wulah manusia yang
melebihi daya dukung lingkungan hidup
dan mengabaikan etika lingkungan
hidup. Untuk itu, perlu adanya
peningkatan kesadaran dan partisipasi
masyarakat melalui komunikasi dan
edukasi yang berkesinambungan.
Budimansyah (2015)
menjelaskan bahwa diperlukan
dukungan dalam bentuk moralitas
kepedulian lingkungan pada program-
program pelestarian lingkungan sebagai
bentuk pencegahan terhadap kejahatan
ekologi. Ekologi dapat didefinisikan
sebagai pengkajian hubungan pada
organisme atau kelompok organisme
terhadap lingkungannya, atau disebut
juga sebagai ilmu hubungan timbal balik
antara  organisme hidup  dengan
lingkungan hidupnya (Odum, 1996).
Sedangkan menurut Syafiie (2019)
ekologi adalah suatu kajian yang
membahas relasi antara organisme
dengan lingkungan, dasar empirisnya
terletak pada hasil penelitian yang
menunjukkan bahwa organisme yang
hidup pada suatu lingkungan dapat

bervariasi dipengaruhi oleh
lingkungannya.

Banyaknya kerusakan
lingkungan, = memunculkan  banyak

gerakan perlindungan lingkungan serta
konferensi-konferensi yang berfokus
pada isu kerusakan lingkungan, baik
dilakukan oleh lembaga pendidikan,
institusi pemerintahan, gerakan bawah
(grassroots) dan kelompok yang
memiliki kepentingan, seperti LSM,
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seniman, dan satrawan yang menaruh
perhatian  khusus pada masalah
lingkungan (Rahman et al, 2015).
Gerakan-gerakan tersebut yang berfokus
pada program pengelolaan lingkungan
hidup adalah gerakan sosial sebagai
bentuk kepedulian masyarakat yang
dipergunakan  untuk  menciptakan
transformasi lingkungan menjadi lebih
baik (Sarbaini & Fahlevi, 2022).

Konsep governance yang
meliputi integrasi antara berbagai sektor
dalam suatu negara, dalam hal ini negara
tidak lagi menjadi dominan dan tidak
dapat menyelenggarakan suatu negara
tanpa adanya peran dari sektor lain

seperti lembaga non pemerintah
termasuk masyarakat atau yang sering
disebut sebagai collaborative
governance.

Istilah collaborative governance
adalah cara pengelolaan pemerintahan
yang melibatkan pihak lain diluar negara,
berorientasi konsensus, dan
musyawarah sebagai metode
pengambilan keputusan bersama, yang
bertujuan untuk membuat atau
melaksanakan kebijakan publik beserta
program- program publik (Ansell & Gash,

2007, dalam Setyoko 2011).
Collaborative governance berfokus pada
kebijakan = dan  masalah  publik.

Pembuatan kebijakan tujuan dan proses
kolaborasi bersama institusi publik
adalah alat untuk mencapai drajat
konsensus diantara para pemangku
kebijakan. Collaborative governance
bertujuan mewujudkan keadilan sosial
untuk memenuhi kepentingan publik
(Setyoko 2011).

Salah satu  upaya yang
mendukung kebersihan pesisir adalah
upaya proaktif dari elemen masyarakat
yang dalam hal ini adalah nelayan lokal
dan wisatawan yang berkunjung.
Handaka dkk (2007) menyarankan
untuk melakukan kerja bakti
membersihkan pantai secara rutin
sebagai salah satu wupaya menjaga
kelestarian alam lingkungan pesisir.

1978

Kegiatan ini merupakan wujud nyata
dari aksi kepedulian lingkungan oleh
masyarakat internasional dalam
menjaga lingkungan pesisi. Salah satu
lembaga internasional yang memberi
perhatian pada lingkungan pesisir
adalah Ocean Concervacy yang secara
rutin melakukan kampanye bersih pantai
(coastal cleanup). Selain itu, mereka juga
melakukan analisa dan standarisasi
terhadap pencemar yang ditemukan di
wilayah pesisir, danau, dan laut (M
apriliani et al,, 2017) .

Salah satu gerakan sosial peduli
lingkungan adalah Lampung Sweeping
Community (LSC) terdiri dari mahasiswa
di Kota Bandar Lampung. LSC sebagai
salah satu gerakan ekologis dan
pemengaruh yang berfokus pada
permasalahan sampah dan kebersihan
lingkungan.  Adanya  LSC, akan
memperkuat karakter peduli lingkungan
para relawan lingkungan dalam
pelestarian lingkungan sehingga menjadi
pengaruh dalam menyadarkan
masyarakat lain yang kurang peduli
terhadap lingkungan. Terkait dengan
bagaimana collaborative governance
menjaga lingkungan, tahapan proses
kolaborasi Ansell dan Gash digunakan

peneliti untuk menganalisis
permasalahan  lingkungan,  karena
penekanan dalam tahapan proses
kolaborasi ini melalui keikutsertaan

pemerintah maupun pihak swasta dalam
menjaga lingkungan

METODE PENELITIAN
Tulisan ini menggunakan
metode literature review  untuk

melakukan pengumpulan data, teknik
pengumpulan data ini digunakan ketika
peneliti bermaksud melakukan sebuah
studi pendahuluan bertujuan untuk
menemukan  pokok utama  dari
permasalahan yang akan di teliti
(Sugiyono, 2019). Literatur review
adalah  metode  penelitian yang
menggunakan literatur atau dokumen
kepustakaan sebagai sumber data
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seperti buku, jurnal ilmiah, dan dokumen
pendukung penelitian berkaitan dengan
permasalahan ekologis dipesisir pantai.
Metode yang digunakan dalam kegiatan
ini adalah dengan metode observasi,
deskriptif, dan partisipasi pendekatan.
Sedangkan, metode yang digunakan
dalam  kegiatan penyuluhan dan
pelatihan adalah ‘persuasif-edukatif’, hal
ini  bertujuan untuk memberikan
pengetahuan dan pemahaman
masyarakat dalam hal menanggulangi
pencemaran  pesisir. Kegiatan ini
dilaksanakan di Pantai Sukaraja yang
dihadiri oleh 3000 sukarelawan yang
terdiri dari mahasiswa dan masyarakat
sekitar pantai. Sebelum melakukan
aktivitas bersih pantai, peserta akan
diberikan penjelasan awal mengenai
teknis pelaksanaan kegiatan termasuk
pentingnya kegiatan aksi bersih pantai
dan memberikan edukasi bahan-bahan

pencemar yang terdapat di pesisir
pantai.
HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam

Pengelolan Lingkungan

Menurut penelitian Rusydi et al
(2023) Sebagai lembaga negara,
Pemerintah berwenang untuk mengatur
segala sesuatu yang berhubungan
dengan lingkungan. Saat ini, Indonesia
rentan terkena dampak dari perubahan
iklim seperti turunnya produksi pangan,
kenaikan permukaan laut, tenggelamnya
pulau-pulau kecil, dan peningkatan

kegiatan pembangunan yang
memerlukan  sumber daya alam.
Sedangkan pembangunan ini dapat

meningkatkan risiko kerusakan dan
pencemaran yang akan semakin parah.
Hal ini membuat lingkungan harus
dilindungi dan dikelola dengan baik
berdasarkan asas tanggung jawab
negara, asas Kkeberlanjutan, dan asas
keadilan.

Jika penegakan dan penegakan
hukum berjalan lancar sesuai dengan

1979

peraturan perundang-undangan yang
telah ditetapkan, maka lingkungan hidup
akan sehat dan terawat. Pemerintah
harus berpegang pada asas legalitas
dalam melaksanakan berbagai
perbuatan hukum. Perbuatan hukum
yang terlibat menyiratkan penggunaan
kekuasaan dan melibatkan kewajiban
tanggung jawab. Tanggung jawab dan
wewenang pemerintah dalam
pengelolaan lingkungan hidup diatur
dalam Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang
Pengelolaan dan Perlindungan
Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun
2009. Pembakuan penerapan undang-
undang lingkungan hidup melalui sanksi

administratif merupakan upaya
preventif dan punitif untuk
mengendalikan, mencegah dan

memperbaiki perilaku yang dilarang oleh
peraturan  perundang-undangan  di
bidang lingkungan hidup. Penerapan
sanksi administratif memaksa
masyarakat untuk mematuhi standar
hukum administrasi lingkungan hidup.
Penerapan sanksi administratif harus
memenuhi ketentuan Poin [V Lampiran 1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman
Penerapan Sanksi Administratif di
Bidang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, yaitu Peringatan
Tertulis, Penegakan Pemerintah,
pembekuan izin, dan pencabutan izin.
Untuk mencapai tujuan tersebut,
pemerintah telah melakukan hal-hal
berikut dalam pengelolaan lingkungan
hidup:

1. Mengatur dan
mengembangkan
kebijaksanaan dalam
pengelolaan lingkungan
hidup

2. Mengatur penyediaan,
peruntukan, penggunaan,
pengelolaan lingkungan
hidup, dan pemanfaatan

kembali sumber daya alam
serta sumber daya genetika
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3. Mengatur perbuatan hukum
dan hubungan hukum antara
orang dan/atau  subyek
hukum lainya serta
perbuatan hukum terhadap
sumber daya alam dan
sumber daya buatan

4. Mengendalikan kegiatan yang
mempunyai dampak sosial

5. Mengembangkan pendanaan
bagi upaya pelestarian fungsi
lingkungan  hidup sesuai
peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Selain itu, pemerintah memiliki
peran penting dalam pengelolaan
sampah yang bertujuan

1. Mengurangi jumlah sampah

dan dampak yang
ditimbulkan oleh sampabh;

2. Menjadikan sampah sebagai

sumber daya; dan

3. Merubah

masyarakat
pengelolaan sampah.

perilaku
dalam

Pemerintah juga bertugas dalam
menjamin terselenggaranya pengelolaan
sampah, diantaranya:

1. Menumbuhkembangkan dan
meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam
pengelolaan sampabh;

2. Melakukan penelitian untuk
pengembangan teknologi,
pengurangan dan
penanganan sampah;

3. Memfasilitasi,

mengembangkan dan
melaksanakan upaya
pengurangan, penanganan

dan pemanfaatan sampah;

4. Melaksanakan pengelolaan
sampah dan memfasilitasi
penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan sampabh;

5. Mendorong dan memfasilitasi
pengembangan manfaat hasil
pengolahan sampah;

1980

6. Memfasilitasi penerapan
teknologi spesifik lokal yang
berkembang pada
masyarakat setempat untuk
mengelola sampah; dan

7. Melakukan koordinasi antar
lembaga pemerintah,
masyarakat dan dunia usaha
agar terdapat keterpaduan
dalam pengelolaan sampah.

8. Mengawasi dan
mengendalikan timbulan
serta peredaran sampah

dalam Upaya pengurangan
dan penanganan sampah.

Pemerintah menerapkan
prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan
yang baik berarti demokratisasi fungsi
pemerintahan yang melibatkan pihak
swasta dan masyarakat. Hal ini dapat
mencegah salah satu pihak (khususnya
pemerintah) mendominasi pihak lain
dalam mengelola kepentingan umum,
termasuk pengelolaan sumber daya alam
dan lingkungan hidup. Pengelolaan
lingkungan hidup pada dasarnya
merupakan tanggung jawab bersama
antara pemerintah (negara), swasta dan
masyarakat. Tata kelola lingkungan
hidup berdasarkan prinsip pengelolaan
yang baik dapat mengurangi konflik
lingkungan hidup (Rayhan et al., 2023).

Non Government
dalam Pengelolaan

Peran
Organization
Lingkungan

Lampung sweeping community
merupakan sebuah komunitas yang
bergerak dalam pelestarian alam dan
lingkungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran masyarakat
Indonesia khususnya Provinsi Lampung
terhadap permasalahan lingkungan. LSC
didirikan di Bandar Lampung pada
tanggal 23 Maret 2019 dan terdiri dari 25
anggota tetap. Berawal dari suatu projek
yang bernama Lampung Sweeping
Project yaitu gerakan aksi bersih-bersih
sampah di daerah Kampung Baru Tiga
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(Kabarti), Panjang Utara yang termasuk
daerah  pesisir pantai, kemudian
mengadakan open volunteer dari
Lampung dan luar Lampung sehingga
terkumpul kurang lebih 800 volunteers
dari berbagai daerah. Aksi bersih-bersih
tersebut berhasil mengumpulkan 1 ton
sampah. Lampung Sweeping Project
sempat terhenti, akhirnya memutuskan
untuk membuat suatu wadah atau
komunitas untuk melanjutkan project

tersebut. Hingga pada  akhirnya
terbentuk Lampung Sweeping
Community membentuk struktur

organisasi dengan menentukan Kketua,
wakil ketua, sekretaris, bendahara dan
lain lain, kemudian melakukan Lampung
Sweeping Project beberapa kali dengan
melakukan open volunteer dan open
recruitment bagi relawan yang ingin
tergabung dalam komunitas tersebut.
Lampung Sweeping Community
telah memenuhi syarat sebagai sebuah
gerakan sosial, karena senada dengan
Delamater (1999) yang merumuskan
bahwa gerakan sosial adalah kegiatan
yang bersifat kolektif yang memiliki
tingkat kepedulian tinggi terhadap
beberapa isu tertentu. Selain itu,
Lampung Sweeping Community juga
sebagai gerakan sosial merupakan
inisiasi sejumlah individu yang secara
kolektif bertujuan untuk menyelesaikan

permasalahan yang muncul dalam
masyarakat.
Kewarganegaraan ekologis

merupakan hal penting dalam diri
seseorang, karena dapat menjadi bekal
masyarakat  untuk = menumbuhkan
kepedulian dan Kkesadaran dalam
pelestarian alam dan lingkungan hidup
secara berkelanjutan. Pertimbangan
keadilan dan ketidakadilan pada bidang
lingkungan membentuk perubahan sikap
yang mengagas kewargaan yang peduli
terhadap keberlangsungan lingkungan

(Dobson, 2007). Kewargaan dalam
komunitas social diharapkan
meningkatkan  kesadaran terhadap

1981

lingkungan global serta munculnya opini
publik yang semakin peduli terhadap
pelestarian lingkungan lokal dan global
yang menambahkan makna baru pada
konsep citizenship dan menganggap

serius politik kewajiban (Smith &
Pangsapa, 2008). Program bersih-bersih
pantai, pembibitan mangrove,
penanaman pohon mangrove

dilaksanakan dengan kesadaran kolektif
untuk mewujudkan kewarganegaraan

ekologis (Nurmayanti & Harmanto,
2017).

1.Program aksi bersih-bersih
(sweeping)

Program yang dilakukan

Lampung Sweeping Community yaitu
program aksi. Program aksi yaitu dengan
mengikuti aksi bersih-bersih (sweeping)
di beberapa daerah yang sudah
ditentukan oleh Lampung Sweeping
Community, adanya program aksi ini
selain untuk membersihkan lingkungan
juga terdapat pemberian pemahaman
melalui contoh nyata baik untuk
masyarakat. Program aksi pertama yaitu
membersihkan sampah di daerah pesisir
pantai Kabarti, Kecamatan Panjang
Utara, Lampung. Menurut data statistik
tahun 2018, Kelurahan Panjang Utara
memiliki luas 2,22 Km2 dengan peduduk
berjumlah 14.838 orang dengan tingkat
kepadatan sebanyak 6.684 per Km?2.
(Badan Pusat Statistik Kota Bandar
Lampung., 2019). Apabila diasumsikan
produksi sampah per orang adalah 0,8
Kg, maka Kelurahan Panjang Utara
menghasilkan kurang lebih 11,8 Ton
sampah setiap harinya. Masyarakat
sasaran berada di RT 02 yang memiliki
tingkat kepadatan pemukiman yang
tinggi dengan dengan akses mobilitas
yang buruk, hal ini mempengaruhi siklus
pengelolaan sampah tidak dapat berjalan
efektif. Tingkat Pendidikan masyarakat
Kampung Baru Tiga yang minim
berbanding lurus dengan kurangnya
pengetahuan terhadap dampak langsung
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dari pencemaran lingkungan terhadap
kehidupan mereka sendiri (Badan Pusat
Statistik Kota Bandar Lampung., 2019)
dalam (Natamiharja et al., 2022).

Saat ini sampah telah menjadi
masalah yang besar di seluruh dunia,
bukan hanya di Indonesia. Masalah
lingkungan yang sering ditemukan di
kawasan wisata pantai adalah sampah
yang mencemari bibir pantai. Terdapat
banyak lokasi tumpukan sampah yang
terletak pada pesisir-pesisir kota Bandar
Lampung. Mayoritas sampah tersebut
berasal dari sampah rumah tangga
pemukiman warga yang tinggal di sekitar
pesisir pantai, salah satunya pesisir
Pantai Kampung Baru Tiga (Kabarti),
Panjang Utara, Bandar Lampung.
Masalah sampah selalu eksis dan
menjadi isu utama masyarakat di Desa

Kampung Baru Tiga. Hal tersebut
menunjukkan rendahnya tingkat
kesadaran masyarakat terhadap

pentingnya menjaga lingkungan sekitar
tempat tinggal dalam mewujudkan
kehidupan yang baik dan sehat
(Natamiharja et al., 2022).

Penelitian Hetherington (2005)
menyebutkan bahwa sampah laut yang
diakibatkan oleh kegiatan antropogenik
adalah salah satu yang dapat mengubah
kualitas perairan (Hetherington, 2005).
Sampah lautan dapat dikirim oleh angin
dan arus laut dari satu tempat ke tempat
lainnya, bahkan dapat sangat jauh dari
sumbernya. Sampah laut menimbulkan
berbagai macam masalah diantaranya
mengurangi keindahan wilayah pesisir,
dapat memicu timbulnya penyakit,
mempengaruhi jejaring makanan, dapat
mengurangi produktivitas sumber daya
ikan serta mempengaruhi keseimbangan
ekosistem pesisir. Bila hal tersebut
diabaikan dan berlangsung terus
menerus dapat mempengaruhi rantai
makanan, perekonomian dan kesehatan
masyarakat di daerah tersebut (Citrasari
etal, 2012).

Sampah yang mengotori pantai
berasal dari dua sumber, yaitu sampah

1982

yang berasal dari warga dan sampah dari
laut. Hingga saat ini, sampah menjadi
permasalahan dilokasi wisata pantai dan
belum ditangani secara efektif (Darwati,
2019). Dalam penelitian (Nicolas et al,,
2021) jenis sampah yang ditemukan di
sekitar pesisir pantai pada bagian darat
ditemukan 9 jenis kelompok sampah dari
total 14 jenis Kkelompok sampah
diantaranya kaca; allumunium; kertas
kardus, dan kayu; alat
kesehatan/pribadi;  plastik  Kkertas;
plastik foam; plastik dan foam; karet; tali;
dan kawat bukan untuk perikanan.
Sedangakan 7 jenis kelompok sampah
ditemukan dilaut yaitu kaca;
allumunium; kertas, kardus, dan kayu;
alat kesehatan/pribadi; plastik kertas;
plastik foam; lembaran plastik dan foam.
Ditemukan lebih banyak sampah di darat
dibandingkan dengan total sampah di
laut. Jenis tersebut juga ditemukan di
sekitar Pesisir Pantai Kabarti. Apabila hal
ini dibiarkan dan tidak dikelola dengan
baik dapat menjadi ancaman yang serius
bagi kelangsungan dan kelestarian
lingkungan sekitar, jika dilihat pada
gambar 1, kondisi tersebut sangat
memprihatinkan. Sebaliknya, apabila
sampah dapat dikelola dengan baik, hal
itu akan menjadi nilai potensial

tersendiri.

- Gaar 1 Kondisi Patai Kabarti

Secara global, Coastal Cleanup
melibatkan  para relawan  untuk
memembersihkan pantai pada periode
tertentu secara bersamaan di seluruh
dunia. Kegiatan ini dikenal pula dengan
International Coastal Cleanup (ICC) yang
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merupakan salah satu upaya kepedulian
masyarakat internasional terhadap
kebersihan lingkungan pesisir. Kegiatan
mengajak masyarakat, relawan dan
wisatawan dari Indonesia untuk dapat
dapat ikut berpartisipasi aktid dalam
kampanye kebersihan pesisir pantai.
Upaya meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap  pencemaran
pesisir pantai melalui ICC dinilai efektif
karena masyarakat mendapatkan
pengalaman survey dan membersihkan
sampah secara langsung (Ohkura &
Kojima, 2007).

Ohkura juga menjelaskan bahwa
tantangan dan pengetahuan dari
kegiatan tersebut bagi para peserta
adalah: 1) Sampah dari kehidupan
masyarakat sehari-hari yang dibuang
melalui sungai atau saluran lainnya
menjadi sumber pencemaran pesisir
pantai. 2) Sampah yang dihasilkan
seseorang mudah terlihat dan sudah
dianggap maklum. 3) Daur ulang dan
pengembangan komunitas masyarakat
yang peduli terhadap pencegaran
pencemaran lingkungan danpat menjadi
solusi terbaik (Apriliani et al., 2017).

Program aksi bersih pantai
(Coastal Cleanup) atau (sweeping) oleh
Lampung Sweeping Community
bertujuan untuk mengurangi sampah
yang menumpuk dan menggunung di
sekitar bibir pantai hingga menutupi
bebatuan. Dilansir dari Tribun Lampung
(2020) Kawasan pesisir pantai di
Kampung Baru III, Kelurahan Panjang
Utara, Kecamatan Panjang dipenuhi
sampah. Kain bekas dan sampah rumah
tangga menjadi sampah yang paling
dominan terlihat di pesisir pantai.
Sampah tersebut menjalar hingga 200
meter. Tumpukkan sampah yang terlalu
banyak sampai menutupi bebatuan yang
ada. Fenomena sampah tersebut dikenal
oleh warga sekitar sebagai ‘sampah
abadi’, sehingga sulit dihilangkan, dan
akan lama dalam proses
pembersihannya.

1983

Gambar 2. Pelaksanaan program aksi
(sweeping) di daerah pesisir pantai Kabarti,
Panjang Utara

Pelaksanaan program aksi di
daerah pesisir pantai Kabarti Kecamatan

Panjang Utara dilakukan dengan
beberapa tahap, meliputi:

Setelah sampah berhasil
dikumpulkan, truk sampah akan
membawa sampah tempat

penampungan dan pembakaran sampah
akhir yang sudah tersedia TPA Bakung.
Lampung Sweeping Community hanya
mengantarkan sampah sampai truk,
kemudian pihak Dinas Lingkungan
Hidup yang menghantarkan sampah ke
tempat pembuangan akhir tanpa
melakukan pembakaran sampah.

2. Program Penanaman
Magrove

Indonesia memiliki ekosistem
mangrove dengan luas mencapai 75%
dari total mangrove di Asia Tenggara,
atau sekitar 27% dari luas mangrove di
dunia, maka Indonesia menjadi salah
satu negara yang memiliki hutan
mangrove terbesar dan memiliki
kekayaan hayati yang paling banyak.
Ekosistem mangrove Indonesia memiliki
ciri khas dan memiliki keragaman jenis
yang yang terbesar di dunia. Menurut
penelitian Wijayanti (2011) mangrove
tersebar di Indonesia banyak di wilayah
pesisir Sumatera, Kalimantan dan Papua.

Luas ekosistem mangrove terus
menurun, penurunan tersebut
tercendrung dari teridentifikasinya
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bahwa terjadi degradasi hutan mangrove
yang cukup nyata, yaitu sekitar 200 ribu
hektar pertahun. Selain itu, penurunan
luas mangrove dari 4,25 juta hektar pada
tahun 1982 menjadi sekitar 3,24 juta
hektar pada tahun 1987, dan tersisa
seluas 2,50 juta hektar pada tahun 1993.

Program lainnya yang dilakukan
Lampung Sweeping Community yaitu
penanaman magrove di hutan magrove
Petengoran Petengoran, Desa Gebang,
Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten
Pesawaran, Lampung. Menurut
penelitian dari Halidah (2014) ekosistem
mangrove adalah kelompok vegetasi
yang tumbuh dan berkembang pada
daerah yang dipengaruhi oleh pasang
surut yang masih mendapat cukup aliran
air dan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik
laut. Penelitian dari Tuwo (2011) juga
menyebutkan bahwa terdapat manfaat
ekosistem mangrove dari berbagai
aspek, dari aspek ekonomi diantaranya
adalah penghasil keperluan industri,
penghasil kebutuhan rumah tangga.
Ekosistem mangrove sebagian
dimanfaatkan oleh warga lokal sebagai
sumber mata pencaharian misalnya
sebagai daerah tangkapan ikan dan
menjadi daerah ekowisata. Selain itu,
sebagai penunjang kebutuhan, kayu dari
mangrove dapat dimanfaatkan sebagai
kayu bakar dan bahan bangunan. Hutan
mangrove juga seiring perkembangan
zaman teknologi yang pesat membuat

masyarakat sekitar membangun
kepentingan manusia yang
menyebabkan turunnya

keanekaragaman vegetasi mangrove.
Penelitian lain dari Afriyani et al (2017),
menyebutkan bahwa manfaat lain dari
ekosistem mangrove adalah menjelaskan
bahwa keberadaan hutan mangrove
sangat penting karena memiliki peran
ganda bukan dalam potensi ekologis saja
tetapi memberikan manfaat ekonomi
bagi kesejahteran masyarakat sekitar.
Selain itu, fungsi lainnya adalah sebagai
objek wisata, penelitian dan rekreasi
(Bibin & Ardian, 2020).
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Provinsi Lampung memiliki
kawasan mangrove yang terjaga dengan
baik terletak di Desa Gebang kecamatan
Teluk pandan terdapat Hutan mangrove
yang luas dimana hutan mangrove
termasuk wisata baru yang mulai di
kenal oleh banyak orang. Menurut
Pemerintah  Kabupaten  Pesawaran
Pesawaran.co.id (2021), hutan mangrove
yang mulai dikembangkan menjadi
tempat ekowisata unggulan. Ekowisata
mangrove ini memiliki potensi wisata
alam yang indah dan pemandangan yang
menarik. Salah satu ekowisata yang
terdapat di Kabupaten Pesawaran adalah
Restorasi pembelajaran mangrove atau
sering  disebut Ekowisata  Hutan

Mangrove Petangoran yang terletak di
Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan,
Kabupaten Pesawaran.

L .
Gambar 3. Ekowisata Hutan Mangrove
Petangoran, Desa Gebang, Kecamatan Teluk
Pandan, Kabupaten Pesawaran

Pada tahun 2013 data awal dari
luas wilayah Magrove di Kecamatan
Teluk Pandan sekitar 18 Hektare, tetapi
mengalami  penurunan luas zona
mangrove sekitar 13 Hektare, dengan
kondisi pertumbuhan mangrove seluas 8
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hektare dan sisanya masih dalam potensi
untuk penanaman atau pelestarian. Pada
tahun 2014, setelah tejadinya
pemekaran untuk pengelolaan kawasan
Ekowisata Hutan Mangrove Petangoran
baru dikelola sekitar kurang lebih 5
Hektare yang dalam upaya pembaharuan
Ekowisata Mangrove, sedangkan
Karakteristik Luas Ekowisata Mangrove
200 meter hingga lebih dari 500 meter.
Fungsi Hutan mangrove lainnya
telah banyak dirasakan oleh masyarakat
sekitar, salah satunya kawasan wisata.
Adanya wisata hutan Mangrove ini
berdampak pada ekosistem yang ada di
pesisir pantai sudah mulai berkurang,
baik biotik maupun abiotiknya dan
perairan laut disekitaran pantai di
kawasan ekowisata Hutan Mangrove
Teluk Pandan yang memburuk karena
abrasi air laut, maka adanya upaya dalam
pelestarian kawasan wisata dengan
penanaman mangrove. Tujuan dari
penanaman pohon mangrove adalah
untuk mengantisipasi dan mengatasi
permasalahan kerusakan hutan
mangrove. Penanaman pohon mangrove
merupakan solusi dan salah satu cara
yang paling efektif untuk mengatasi
degradasi kawasan hutan mangrove.
Mengingat hutan mangrove Petengoran
di Desa Gebang, Kecamatan Padang
Cermin, Kabupaten Pesawaran, Lampung
ini merupakan tempat wisata, rekreasi,
dan penelitian, maka diperlukan sasa
kepedulian terhadap lingkungan sekitar
mangrove perlu melibatkan banyak

1985

wE
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Gambar 4. Pelaksanaan penanaman pohon
magrove di hutan mangrove Petengoran

Kegiatan yang dilakukan pada
gambar 4 dilakukan oleh Lampung
Sweeping Community  berkolaborasi
dengan PLN, penanaman mangrove
dilakukan oleh pegawai PLN serta
anggota Lampung Sweeping Community.
Kegiatan tersebut meliputi:

1) Persiapan alat dan bahan
serta materi teknis
penanaman pohon mangrove

2) Penanaman Mangrove

Penanaman mangrove
dilakukan pada waktu yang
disepakati. Peserta

penanaman adalah pegawai

dan mahasiswa magang di

PLN, tim Lampung Sweeping

Community Penanaman

mangrove dapat dilihat di

gambar 5. Peserta diberikan

pengarahan teknis mengenai
cara penanaman mangrove
sebelum melakukan
penanaman. Menurut Priyono

(2010) Dberikut pedoman

penanaman mangrove:

a) Bibit mangrove ditanam
satu persatu dengan jarak
yang disesuaikan

b) Polibag yang menutupi
sedimen dan akar bibit
dibuka dan jangan dibuang
sembarangan.

c) Melubangi tanah dengan
kayu tanah yang akan
ditanam bibit mangrove,
sehingga cukup dalam
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untuk menanam, dan akar
bisa tertanam dengan baik
d) Batang ditimbun dengan
tanah, tidak boleh terlalu
ditekan, agar oksigen bisa
tersirkulasi dengan baik.
e) Pengarahan teknis
f) Penanaman mangrove

Tulisan ini menjelaskan
Lampung Sweeping Community sebagai
komunitas lingkungan membawa para
relawan dan masyarakat untuk bergerak
dari urusan pribadinya pada urusan
publik yaitu lingkungan. Dengan adanya
kegiatan bersih-bersih sampah pantai di
Pantai Kabarti, Panjang Utara dan
menanam pohon mangrove di Hutan
Petengoran Pesawaran, relawan secara
langsung dapat berpartisipasi dalam
kegiatan  tersebut. @ Hal tersebut
dikategorikan sebagai bentuk kewargaan
pada dimensi partisipasi, sejalan dengan
yang dikemukakan Dagger (2002) dalam
Stokke (2018) bahwa kewargaan
partisipatif menekankan pada partisipasi
ditingkat masyarakat dan fungsi
integratif dari kewargaan aktif. yaitu
kewargaan mampu membawa individu
keluar dari wilayah privat ke dalam
kehidupan publik.

Sebagai komunitas lingkungan,
Lampung Sweeping Community menjadi
wadah orang untuk berpartispasi dalam
urusan publik, dan mendorong individu
bertanggung jawab atas lingkungan yang
ditempati. Sependapat dengan Mac
Gregor (2014) menjelaskan bahwa
makna komunitas dan partisipasi
memfokuskan pada tanggung jawab atas
lingkungan. Tanggung jawab menjaga
lingkungan  bukan  hanya  pada
komunitas, tetapi masyarakat juga
bertanggung jawab atas lingkungannya.
Dengan demikian, adanya Lampung
Sweeping Community diharapkan
mampu memberikan doktrin ekologis
kepada masyakat melalui kegiatan yang
dilakukan.

1986

Tulisan ini memberikan
gambaran bahwa peran pemerintah
terlihat dari adanya kolaborasi dan
kerjasama, Lampung Sweeping
Community bekerjasama dan
berkolaborasi dengan pemerintah yaitu
Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar
Lampung untuk membersihkan sampah
disekitar  pesisir Pantai = Kabarti,
Kecamatan Panjang Utara, Bandar
Lampung. Peran pemerintah disini
membantu dari segi material seperti alat-
alat kebersihan. Kemudian, Lampung
Sweeping Community  berkolaborasi
dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN)
dengan mengambil tema PLN Peduli.
Kegiatan di isi dengan penanaman
mangrove di hutan Petengoran, Desa
Gebang, Kecamatan Padang Cermin,
Kabupaten Pesawaran, Lampung.
Penanaman dilakukan oleh kedua belah
pihak, baik tim Lampung Sweeping
Community, maupun tim PLN Peduli.

Gerakan ekologis pandawara
dalam membentuk kesadaran
masyarakat menjaga lingkungan. Media
sosial sebagai sumber informasi yang
digunskan oleh mayoritas masyarakat
menjadi salah satu cara kampanye yang
efektif. Salah satu kelompok yang
memberikan dampak positif melalui
sosial media adalah Pandawara Group.
Pandawara group adalah sebuah gerakan
ekologis yang terbentuk pada tahun
2022 dengan didasari oleh keresahan
atas pencemaran lingkungan. Berawal
dari gerakan membersihkan sungai
secara sukarela, pandawara group
berhasil menarik simpatik publik dan
mendorong kesadaran akan kebersihan
lingkungan. Selain berhasil mengajak
masyarakat untuk ikut membersihkan
sampah, pemerintah juga turut serta
mendukung gerakan tersebut. Selain
kegiatan pembersihan sungai,
pandawara juga memberikan edukasi
dan advokasi mengenai kebijakan
lingkungan. Masyarakat juga diberi
edukasi untuk tidak membuang sampah
sembarangan dan lebih memperhatikan
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kesehatan lingkungan. Dalam prosesnya,
pandawara group telah  berhasil
mengajak masyarakat, influencer, dan
instansi pemerintah untuk berpartisipasi
dalam pembersihan lingkungan.

Sepanjang tahun 2023,
pandawara group telah membersihkan 4
pantai bersama dengan masyarakat dan
pemerintah yaitu pantai labuan, pantai
sukaraja, pantai kasenden, dan pantai
loji. Pantai sukaraja yang berada di Kota
Bandar Lampung menjadi pilihan karena
menjadi pantai terkotor nomor dua di
Indonesia. Pada bulan juli 2023,
pandawara berhasil menggerakkan
kurang lebih 3000 warga Lampung dan
pemerintah untuk ikut serta
membersihkan pantai sukaraja. Sebelum
membersihkan  pantai, pandawara
memulai dengan memperkenalkan
pantai sukaraja dan masalah smpah yang
terjadi. Pandawara mengajak seluruh
elemen masyarakat utnuj berpartisipasi
dalam kegiatan pembersihan.

Pemerintah dalam hal ini Dinas
Lingkungan Hidup menyediakan
beberapa truk wuntuk mengangkut
sampah dari pantai sukaraja menuju TPA
Bakung (Pratama, 2023). Sampah yang
dihasilkan dari kegiatan ini diperkirakan
mencapai 300 ton.

Dalam hal ini, pemerintah
menjalankan collaborative governance
dengan NGO dibidang lingkungan hidup.
Pandawara sebagai gerakan ekologis
mengajak seluruh stakeholder untuk
meningkatksn kesadaran lingkungan
dengan memberihkan lantai.
Keberhasilannya menjalankan kegiatan
ini membuktikan bahwa collaborative
governance dapat menjadi metode yang
efektif ~ untuk  mencapai  tujuan.
Collaborativer governance mendorong
kerjasama berbagai pihak baik dari
pemerintah, = masyarakat, maupun
organisasi untuk berperan aktif dan
berkontribusi untuk tujuan bersama.

Mengatasi permasalahan
lingkungan, perlu adanya kerjasama bagi
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berbagai pihak. Pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan
diperlukan kerja sama antara
pemerintah, LSM, dan universitas,

termasuk komunitas (Murdiantum &
Daryanto, 2015). Tujuan dari
terbentuknya gerakan lingkungan yang
terorganisasi untuk menentang
kekuasaan dan  keadaan krisis
lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan
program pelestarian lingkungan oleh
pemerintah (top down) yang hanya bisa
berjalan optimal jika didukung oleh
pendekatan dari bawah (bottom-up)
dalam bentuk gerakan sosial (Certoma &
Notteboom 2015). Pendekatan lain
datang dari Warton et al (2016) bahwa
gerakan akar rumput (grass root)
sebagai bentuk peningkatan dalam
pengelolaan lingkungan hidup sangat
penting untuk dilakukan salah satunya
melalui komunitas peduli lingkungan.
Gerakan ekologis melalui komunitas
masyarakat seperti Lampung Sweeping
Community sebagai wujud keadilan
sosial yang biasanya berada di balik
kebijakan-kebijakan pemerintah dan
mampu menjadi penyeimbang bagi
kelompok-kelompok kepentingan lain
sebagai upaya dalam menjaga ruang
terbuka hijau milik publik.

Masalah lingkungan sebagai isu
bersama yang perlu diselesaikan oleh
semua warganegara maupun
pemerintah. Sebagai komunitas,
Lampung Sweeping Community ikut serta
dan aktif dalam menjaga lingkungan,
melakukan indroktinasi kepada
masyarakat, memberikan ruang bagi
pemerintah agar turut serta
bekerjasama. Hal tersebut diharapkan
menjadi suatu kebijakan yang mampu
ditangani langsung oleh pemerintah
untuk mengatasi masalah lingkungan.
Menurut Barry (2006), kampanye
lingkungan berbasis negara sangat
efektif untuk mempromosikan
kewarganegaraan lingkungan tanpa
mengabaikan dimensi sosial-ekonomi
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dan politik dari keberlanjutan. Dengan
demikian, adanya kebijakan yang dibuat,
pemerintah dapat bersifat memaksa,
mengikat dan dapat memberikan sanksi
kepada warga negaranya untuk menjaga
lingkungan.

SIMPULAN

Keterlibatan gerakan sosial
peduli lingkungan Lampung Sweeping
Community dalam aksi peduli lingkungan
merupakan bentuk dari partisipasi
warga negara. Kewargaan dimensi
partisipasi dilakukan dengan aksi bersih-
bersih (sweeping) partai kabarti di
Panjang Utara, serta melakukan
penanaman mangrove di kawasan hutan
magrove Petangoran, Pesawaran. Aksi
yang dilakukan Lampung Sweeping
Community maupun Pandawara beserta
para relawan dan  stakeholder
merupakan pembaharuan yang di
upayakan untuk membentuk dan
mengubah kesadaran warga negara
terutama masyarakat sekitar dalam
keterlibatan menjaga pelestarian
lingkungan hidup. Pada tahun 2023,
gerakan ekologis datang dari influencer
Pandawara yang melakukan aksi bersih-
bersih pantai di Kota Bandar Lampung.
Dengan itu, sebagai upaya
menyelamatkan  lingkungan  untuk
keturunan di masa yang akan datang,
tidak hanya komunitas dan relawan
lingkungan yang banyak terlibat, namun
semua warganegara bertanggung jawab
atas lingkungannya sendiri.
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